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Abstrak
 

Proses pemberian independensi bank sentral di Indonesia dimulai dengan ditandatanganinya letter of intent

kepada IMF tanggal 15 Januari 1998 oleh Presiden Soeharto. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan

dikeluarkannya Keppres No.23/1998 tentang pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia 031) yang

memberikan kebebasan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian moneter,

penentuan suku bunga, kurs, dan kebijakan devisa. Langkah itu diikuti dengan keputusan untuk tidak lagi

memasukkan Gubernur BI di dalam Kabinet Reforrnasi Presiden Habibie, akhir Mei 1998. Akhirnya pada

bulan Mei 1999 dikeluarkan UU No.23 Tahun 1999 tentang BI yang secara resmi memberikan status BI

sebagai lembaga yang independen.

 

Pemberian status independen kepada BI ternyata menimbulkan kontroversi karena independensi BI dinilai

berlebihan bahkan muncul pendapat keberadaan BI seperti negara dalam negara. Gleh karena itu karya akhir

ini berupaya untuk menjelaskan seberapa besar tingkat independensi BI saat ini (berdasarkan UU No.23

Tahun 1999) dibandingkan dengan independensi BI di masa lalu (berdasarkan UU No.13 Tahun 1968) serta

membandingkannya dengan independensi bank sentral negara-negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut di

atas, karya akhir ini akan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat

independensi BI berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 lebih besar dibandingkan dengan tingkat independensi

BI berdasarkan UU No.13 Tahun 1968.

 

Metode yang akan digunakan dalam pengukuran tingkat independensi BI adalah metode Cukiennan, yaitu

dengan melakukan penilaian terhadap 16 variabel dari 4 aspek independensi yang terkandung dalam UU BI

yaitu aspek : (1) prosedur pengangkatan dan masa jabatan dewan gubernur; (2) formulasi kebijakan dan

anggaran; (3) tujuan bank sentral; dan (4) pembatasan pemberian kredit kepada pemerintah. Masing-masing

variabel akan dinilai dari angka 0 sampai dengan angka 1, semakin besar nilai variabel menunjukkan adanya

tingkat independensi yang semakin tinggi. Cukierman mengakui bahwa penggunaan independensi legal saja

sebagai indikator tingkat independensi bank sentral memiliki kelemalian yaitu, pertama, independensi legal

tidak lengkap dan tidak dapat menjelaskan kondisi riil batasan wewenang antara bank sentral dan penguasa

politik di suatu negara, kedua, apabila independensi legal menjelaskan cukup tegas dalam prakteknya

mungkin berbeda.

 

Namun demikian independensi legal dapat digunakan sebagai indikator yang panting dengan alasan,

pertama, independensi legal mengindikasikan tingkat independensi yang diberikan legislatif kepada bank

sentral, kedua, hampir semua penelitian sistematis mengenai independensi bank sentral yang telah dilakukan

para ahli mempercayakan semata-mata pada indikator independensi legal.
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Selain pengukuran secara kuantitatif, karya akhir ini juga akan menganalisis secara kualitatif terhadap

beberapa variabel independensi BI berdasarkan UU No.23 Tabun 1999 dengan menggunakan, pertama,

pendekatan teoritis yang digunakan oleh Amtenbrink yaitu dengan menganalisis independensi bank sentral

dari 4 (empat) aspek yaitu aspek institusional, fungsional, organisasional, dan keuangan. Kedua, interpretasi

secara sistematis terhadap beberapa issue dalam UU BI yang menjadi bahan perdebatan publik.

 

Berdasarkan hasil pengukuran dengan metode Cukierman, tingkat independensi BI berdasarkan UU No.23

Tahun 1999 memperoleh nilai 0.67 sedangkan berdasarkan UU No.13 Tahun 1968 hanya memperoleh nilai

0.21. Kenaikan tingkat independensi yang signifikan terutama disebabkan adanya peningkatan independensi

dalam penentuan kebijakan moneter dan independensi dewan gubernur BI.

 

Tingkat independensi BI berdasarkan UU No.13 Tahun 1968 relatif rendah dibandingkan negara

berkembang atau negara maju Iainnya. Bahkan urutan Indonesia masih di bawah Philipina, Malaysia,

Singapura, dan Thailand. Namun demikian berdasarkan UU No.23 Tahun 1999, tingkat independensi BI

hampir sama dengan tingkat independensi negara Jarman dan melampaui tingkat independensi negara

Amerika Serikat yang dianggap negara pelopor dalam independensi bank sentralnya.

 

Kenaikan independensi yang sangat signifikan dalam penentuan kebijakan moneter tercantum dalam Pasal

10 UU No.23 Tahun 1999 yang menyatakan bawwa BI menentukan laju inflasi sebagai sasaran kestabilan

nilai rupiah. Sasaran ini harus diumumkan dan kemudian menjadi goal untuk dicapai. Menurut

penjelasannya, sasaran ini ditentukan secara tahunan menurut tahun kalender dan dapat berbeda dengan

asumsi laju inflasi yang digunakan pemerintah dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara. Di sini dapat menimbulkan masalah bagaimana kalau terjadi perbedaan tingkat inflasi yang

dijadikan sasaran kebijakan moneter BI dengan asumsi pemerintah. Perbedaan ini dapat menimbulkan

kebingungan masyarakat dan dunia usaha serta menambah ketidakpastian pasar yang justru harus dijaga.

 

Selain hal tersebut di atas, sistem yang memberikan kebebasan bank sentral menentukan sendiri sasaran

yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya juga mengandung kelemahan yaitu dapat mengurangi

rasa tanggung jawab bank sentral dan membuka kemungkinan kurang cermatnya lembaga tersebut

rnenentukan sasarannya. Bank sentral dapat saja menentukan sasaran yang gampang dicapai, akan tetapi

belum tentu sasaran yang ditentukan itu relevan bagi pasar.

 

Alternatif yang terbuka adalah bahwa sasaran laju inflasi ditentukan oleh pemerintah. Ini tidak

menghilangkan independensi BI hanya saja independensinya bukan dalam penentuan sasaran tetapi dalam

cara atau teknik mencapai sasaran termasuk menentukan sasaran antara dan pemilihan sarana (instrumen

moneter) yang digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jadi BI bebas menentukan sasaran

antara dan teknik bagaimana mencapai sasaran laju inflasi yang telah ditentukan pemerintah. Sistem ini telah

diterapkan di Selandia Baru. Blinder mengatakan bahwa independensi bank sentral berarti bahwa lembaga

ini bebas menentukan bagaimana cara mencapai sasaran yang telah ditentukan, dan keputusan-keputusan

yang sudah dibuatnya sangat sukar bagi lembaga lain di dalam pemerintahan untuk mengubahnya. Akan

tetapi kebebasan menentukan cara mencapai sasaran tidak berarti bank sentral menentukan sendiri sasaran

tersebut. Sasaran ini ditentukan dalam sistem demokrasi oleh pejabat yang dipilih rakyat dan bank sentral



menundukkan diri pada keinginan publik.

 

Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, presiden yang dipilih rakyat yang menentukan sasaran inflasi.

Sistem penentuan sasaran moneter oleh presiden tetap memberikan kedudukan independen kepada bank

sentral. Kebebasan yang diberikan kepada bank sentral bukan dalam menentukan sasaran moneter, tetapi

dalam menentukan bagaimana cara mencapai sasaran tersebut. Fischer menyebutkan posisi bank sentral

yang dernikian disebut sebagai instrument independence tetapi bukan goal independence.

 

Dalam menentukan sasaran tunggal laju inflasi tersebut hendaknya BI dan pemerintah secara tegas

menerapkan kerangka .kerja inflation targeting framework. Hal ini terutama untuk menciptakan kredibilitas

bank sentral dengan mengumumkan target inflasi secara eksplisit dan diumumkan kepada publik sehingga

masyarakat akan mengetahui sejauh mana usaha bank sentral mencapai target yang sudah diumumkan

tersebut. Kredibilitas bank sentral ini penting karena akan mempengaruhi publik dalam membuat ekspektasi

inflasi. Jika publik percaya bahwa bank sentral akan memegang janjinya untuk mencapai target inflasi,

publik akan mengkalkulasi kegiatan usahanya berdasarkan tingkat inflasi yang sudah dijanjikan yang pada

gilirannya akan membantu usaha bank sentral untuk menjaga kestabilan harga.


